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BAB V 

PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yuridis normatif terhadap Putusan PTUN No. 

32/G/2022/PTUN.PDG serta kajian dari perspektif siyasah qadha’iyyah, 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala Jorong 

merupakan KTUN yang dapat diuji secara hukum. Objek sengketa 

dalam perkara ini, yaitu Surat Keputusan Pemberhentian Fajri Suhada 

dan Pengangkatan Armila, M.Si., memenuhi seluruh unsur Keputusan 

Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam UU No. 51 Tahun 2009 

dan UU No. 30 Tahun 2014.KTUN cacat hukum dari aspek formil dan 

materiil. Walaupun dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, namun 

prosedur pemberhentian tidak dijalankan sesuai ketentuan, tidak ada 

teguran sebelumnya, dan substansi keputusan tidak didasarkan pada 

bukti pelanggaran, sehingga keputusan bersifat sewenang-wenang. 

Putusan PTUN telah menerapkan prinsip-prinsip keadilan 

administrasi dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). 

Karena Hakim menilai bahwa keputusan tergugat melanggar asas 

kepastian hukum, keterbukaan, kehati-hatian, dan akuntabilitas, serta 

bertentangan dengan prinsip hukum administrasi negara. 

2. Menurut perspektif siyasah qadha’iyyah, tindakan pejabat tergugat 

bertentangan dengan nilai-nilai keadilan (al-‘adl), tanggung jawab 

(mas’uliyyah), dan proseduralitas (ijra’at), yang merupakan prinsip 

dasar dalam tata kelola pemerintahan yang Islami. Keputusan hakim 

yang membatalkan SK tersebut mencerminkan penerapan nilai-nilai 

tersebut secara adil dan proporsional. 
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5. 2 Saran 

1. Bagi Pejabat Pemerintahan Nagari, perlu peningkatan pemahaman 

terhadap regulasi tentang Kepegawaian Nagari, khususnya prosedur 

administratif dalam pemberhentian perangkat, agar tidak bertindak 

melampaui kewenangan atau tanpa dasar hukum yang sah. 

2. PTUN dan lembaga peradilan administrasi lainnya diharapkan terus 

menguatkan pendekatan korektif terhadap tindakan administratif yang 

menyimpang, guna memberikan perlindungan hukum yang maksimal 

bagi Warga Negara. 
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